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BENTUK komitmen Pemerintah un-

tuk mengefektifkan program yang

berbasis Desa secara merata dan

berkeadilan adalah dengan penyaluran

Dana Desa (DD). Mulai tahun 2015

hingga 2022, DD ini telah tersalur sebe-

sar Rp 468 triliun ke 74.960 desa di

Indonesia. 

Vitalnya pengelolaan DD ini ternyata

sering dibarengi dengan seabrek perma-

salahan. Salah satu yang krusial adalah

anomali regulasi pengelolaan DD di sua-

tu kondisi khusus atau Kejadian Luar

Biasa (KLB) seperti pandemi Covid-19.

Di satu sisi kita diminta memahami

bahwa regulasi memang harus disesuai-

kan dengan kebutuhan penanganan

dampak bencana. Di sisi lain ternyata

perubahan ini dapat membuat tatanan

dasar desa menjadi bergeser dari tem-

pat yang semestinya.

Kepanikan

Sudah seyogianya jika kebijakan pe-

merintahan diambil dengan hati yang

tenang nan jernih bukan dalam kondisi

panik.  Kepanikan  dapat berasal dari

hoaks maupun perilaku menyimpang

negatif dari warga sendiri.

Kepanikan ini menjalar kepsikhis

para pemangku kebijakan yang ber-

juang mengawal perencanaan di berba-

gai sektor. Mulai dari ancaman kega-

galan perencanaan ideal pembangunan

nasional, hingga hangusnya impian

melukis wajah Indonesia menjadi bang-

sa yang rupawan dengan segala sumber

dayanya. Akumulasi situasi dan kondisi

ini menjadikan hati dan pikiran ber-

jalan tak selalu beriringan. Jadilah

anomali regulasi ketika seharusnya se-

buah produk hukum terbit sesuai kebu-

tuhan di lapangan, ternyata malah

mengekang asas subsidiaritas khusus-

nya kewenangan desa itu sendiri.

Kita setuju dengan kebijakan khusus

alias prioritas mengenai penanggulang-

an kemiskinan ekstrim, ketahanan pa-

ngan, penanggulangan bencana atau

yang lain kedepan. Namun kembali lagi

kita tekankan bahwa pencantuman lim-

it angka persentase di setiap prioritas

tersebut adalah wujud anomalinya.

Limit-limit angka persentase di atas

membuat desa tak lagi dapat memenuhi

harapan yang berangkat dari kebu-

tuhan warga. 

Mari kita bersikap konkrit, artinya

seluruh kebijakan mengenai DD tidak

boleh membelenggu kewenangan desa

itu sendiri. Peniadaan limitasi angka

persentase menjadi krusial bila kita

ingin kembali ke marwah Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Biarlah limitasi itu dibahas di

musyawarah desa dan kemudian ditin-

daklanjuti dengan Peraturan Desa seba-

gai produk hukum yang representatif.

Lantas yang juga menjadi catatan

adalah waktu regulasi itu turun. Kita

tahu bahwa Undang-Undang tentang

APBN, peraturan presiden ten-

tang Rincian APBN serta regu-

lasi turunan tentang DD terbit

di akhir tahun, lalu bagaimana

desa menyinkronkan dengan si-

klus tahunan desa?  

Payung Hukum

Pemerintah Desa perlu pa-

yung hukum yang jelas tentang

pelaksanaan musyawarah desa

membahas perubahan Rencana

Kerja Pemerintah yang telah

diketok tahun sebelumnya.

Tentunya perubahan ini dilak-

sanakan di awal tahun karena

akan berpengaruh pada Per-

ubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

Pemerintah Desa membu-

tuhkan landasan kuat bahwa

perubahan APBD dapat di-

lakukan lebih dari sekali dalam

setahun. Landasan ini tak

cukup dengan produk hukum tertulis

tapi juga harus terkondisi pada algorit-

ma Sistem Keuangan Desa. Terkadang

desa telah mendapat lampu hijau untuk

suatu perubahan regulasi, namun ap-

likasi resmi yang digunakan tidak dapat

mengikuti akselerasi perubahan terse-

but.

Pemberian Bantuan Tunai dengan

sumber DD sebenarnya kurang sesuai

dengan semangat pembentukan UU ten-

tang Desa itu sendiri. UU Desa lebih

mengarahkan penggunaan DD untuk

program-program pemberdayaan yang

nantinya akan membangkitkan etos ker-

ja masyarakat. Bantuan semacam di

atas lebih tepat jika diubah dengan me-

kanisme kegiatan-kegiatan pelatihan

siap kerja untuk masyarakat, utamanya

para pemuda. Pengelolaan DD yang te-

pat akan merestorasi pola pikir para pe-

muda untuk membangun desa, dengan

bekerja di desa mereka sendiri.  ❑-d

*) Fajar Nugroho SP MKom, Carik

Kalurahan Sidoluhur Godean)

Prahara di Mahkamah Agung

Fajar Nugroho

DIY posisi kedua nasional rawan kon-

flik Pemilu 2024.

-- Makanya antisipasi dari

sekarang.

***

Teddy Minahasa divonis seumur hidup,

masih tebar senyum.

-- Sepertinya paham hukuman

yang akan dijalani nanti.

***

Tambahan kuota haji, Menag ingin

dibagi adil.

-- Standarnya harus jelas.

Rasionalisasi Dana Desa Kala Bencana

MAHKAMAH Agung sering disebut

sebagai pintu terakhir pencari keadilan.

Karena perkara apa pun setelah diputus

di pengadilan tingkat pertama dan

tingkat banding. Pencari keadilan

masih mencari keadilan terakhir di

Mahkamah Agung (MA), melalui kasasi

atau peninjauan kembali. MA juga biasa

disebut sebagai puncak peradilan.

Karena tidak ada lagi lembaga peradi-

lan di atasnya.

Karena sebutan sebagai pintu ter-

akhir pencari keadilan dan sebagai pun-

cak peradilan  itulah kita berharap isi

atau manusia-manusia di dalamnya

adalah pribadi-pribadi yang berin-

tegritas, para hakimnya maupun

penyelenggara administrasinya.

Berintegritas dalam arti mereka

menjalankan tugas sungguh-sung-

guh memberikan keadilan yang se-

mestinya dirasakan masyarakat, ti-

dak terkandung tindakan manipu-

latif, kolutif, dan koruptif.

Merisaukan

Kenyataannya yang terjadi kasat

mata saat ini, pengusutan mantan

Sekretaris MA Nurhadi atas tindak

pidana pencucian uang  belum sele-

sai.  Sekretaris penggantinya, Hasbi

Hasan, kini menjadi tersangka,

penerima suap Rp3 miliar dan empat

mobil mewah. Dua hakim agung,

Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh su-

dah diadili juga  karena menerima suap

dari orang yang berperkara di MA.

Belum lagi sejumlah kasus yang menim-

pa hakim di pengadilan tingkat pertama

dan tingkat banding. Semuanya

merisaukan dan menggerus keper-

cayaan publik.

Meskipun pimpinan MA akhir-akhir

ini  terus memoles citra lembaganya

melalui berbagai publikasi di televisi

dan media massa lainnya, toh tetap sulit

untuk menutupi tindakan tercela yang

dilakukan aparatnya. Ibarat tampilan

orang yang gagah, memakai jas dan dasi

mewah  tapi tidak memakai celana.

Adanya dua sekretaris MA dan dua

hakim agung yang menerima suap dari

orang jang berperkara menjadi repre-

sentasi rendahnya integritas di MA.

Institusi yang mestinya melayani orang

yang mencari keadilan sudah berubah

menjadi institusi yang menjadi tempat

orang mencari kemenangan. Kondisi itu

yang kemudian disalahgunakan sejum-

lah hakim dan pejabat administrasinya.

Kalau figur-figur tertinggi pelayanan

administrasi dan penentu keadilan su-

dah koruptif seperti itu sesunguhnya

telah ada prahara di tubuh MA. Berat

rasanya, menggiring masyarakat untuk

mempercayai lembaga yang pintunya

bisa dijebol dengan materi. Kita percaya

masih banyak hakim agung yang baik

dan berintegritas tinggi. Tapi masyara-

kat tetap merasakan : karena nila setitik

rusak susu sebelanga.

Menghadapi prahara itu yang mesti

dilakukan MA, pertama,  melakukan

tindakan besar  bukan sekadar publika-

si kegiatan demi pencitraan. MA itu

ibarat orang yang  mengidap penyakit

sudah telanjur parah. Jika orang itu

ingin disembuhkan,  yang diperlukan

bukan sekadar pengobatan biasa, tapi

tindakan operasi yang melibatkan ber-

bagai ahli multidisiplin kedokteran. 

Untuk urusan integritas lebih banyak

berkaitan dengan rekrutmen dan track

record. Mereka yang dicalonkan menja-

di hakim agung, misalnya, harus benar-

benar bibit unggul yang sejak maha-

siswa, hakim di tingkat pertama sampai

tingkat banding benar-benar mempu-

nyai prestasi akademik dan kinerja

yang baik dan bersih. Jangan sampai

mencalonkan figur-figur yang berle-

potan dengan kelakuan manipulatif

dan koruptif dalam perjalanan kari-

ernya.

Perbaikan Sistem

Kedua, MA juga mesti  melakukan

perbaikan sistem. Dimulai dari sistem

pendaftaran perkara, proses veri-

fikasi, proses pemilihan hakim yang

akan menyidangkan perkara, proses

penanganan perkara, hingga putusan

dijatuhkan. Semuanya harus di-

lakukan secara transparan dan di-

awasi secara berjenjang. Putusan

yang janggal dan menyimpang dari

kaidah hukum mesti dicermati. 

Ketiga, perlunya menghilangkan

budaya permisif. Selama petinggi MA

membiarkan budaya permisif atas

pelanggaran yang dilakukan aparat-

nya, maka kesalahan kecil sampai

yang besar akan menjadi bom waktu

yang bisa menghancurkan kepercayaan,

seperti yang terjadi saat ini.  ❑-d

*) Dr Imam Anshori Saleh,

Anggota DPRRI 2004-2009, Wakil Ketua

Komisi Yudisial RI 2010-2015.

Imam Anshori SalehLiterasi Pelaku Wisata Pedesaan
DESTINASI wisata di DIY

masih menjadi pilihan favorit bagi
pengunjung, khususnya pada
libur Lebaran tahun ini. Meski se-
cara kuantitatif jumlah kunjungan
wisatawan menurun dibanding
libur Lebaran tahun sebelumnya,
namun secara kualitatif ada pe-
ningkatan, terutama terkait de-
ngan aspek kualitas pelayanan
pada pengunjung.
Dinas Pariwisata (Dispar) DIY

berupaya konsisten melakukan
pembaruan produk wisata berba-
sis budaya dengan mewujudkan
konsep pariwisata berkualitas
atau equality tourism di DIY.
Artinya, sebagaimana disampai-
kan Kepala Dispar DIY Singgih
Raharjo, tidak lagi jumlah wisa-
tawaan sebagai indikator utama
keberhasilan pariwisata, tapi lebih
mengedepankan experience
atau pengalaman wisatawan de-
ngan indikator length of stay
(LOS) dan spending money wisa-
tawan (KR 9/5).
Kita sepakat dengan statemen

tersebut. Namun, untuk mewu-
judkan pariwisata berkualitas me-
mang butuh proses, dan melalui
berbagai ujian. Keramahtamahan
atau hospitality dalam pelayanan
wisatawan menjadi komponen
esensial dalam mewujudkan pari-
wisata yang berkualitas, di sam-
paing juga aspek kenyamanan
dan keamanan. Ketiga hal terse-
but kiranya tak dapat dipisahkan
karena saling terkait.
Pemerintah daerah atau Dinas

Pariwisata  perlu mengefektifkan
layanan pengaduan bagi wisa-
tawan, sehingga bila ada keluhan
bisa langsung direspons. Artinya,
harus ada divisi yang secara
khusus melayani pengaduan ma-
syarakat terkait dengan layanan
di destinasi wisata. Jangan sam-
pai, seperti pada umumnya terja-
di selama ini, kotak aduan atau
kotak saran hanya sekadar for-
malitas yang tak pernah ditindak-
lanjuti. Seiring canggihnya
teknologi informasi, pengaduan

kini bisa dilayani secara online
melalui link yang telah disedia-
kan. 
Tentu bukan hanya menyedia-

kan ruang pengaduan secara on-
line saja, melainkan yang lebih
penting merespons atau menin-
daklanjuti sehingga ada solusi
masalah. Jika layanan pengadu-
an ini bisa direspons secara
cepat diharapkan tidak ada lagi
informasi yang belum diverifikasi
viral di media sosial, seperti per-
nah terjadi beberapa waktu lalu.
Tentu yang kita harapkan,
pelayanan yang ramah dan
berkualitas-lah yang viral di me-
dia  sosial.
Sebab, kualitas pelayanan ter-

hadap wisatawan akan sangat
berpengaruh terhadap lama ting-
gal atau LOS dan tingkat belanja
wisatawan, dua hal yang di-
jadikan indikator keberhasilan
pariwisata di DIY. Lebih dari itu,
kita juga mendorong peningkatan
literasi pelaku pariwisata teruta-
ma di pedesaan yang notabene
diberi keleluasaan untuk menge-
lola destinasi wisata di wilayah-
nya. Keleluasaan masyarakat un-
tuk mengelola destinasi wisata
pedesaan ini tentu harus tetap
mengacu pada konsep pariwisa-
ta yang berkualitas, nyaman dan
aman.
Ketika masyarakat diper-

bolehkan menarik uang  dari pe-
ngunjung, tentu harus ada stan-
darisasi, ada kompensasi imbal
balik yang diberikan, bukan ha-
nya sekadar memungut uang lan-
tas selesai urusan. Sebab, pada
dasarnya destinasi wisata,  desti-
nasi wisata pantai misalnya,
bukanlah milik mereka. Mereka
hanya diberi kuasa untuk menge-
lola, bukan memiliki, sehingga
harus memperhatikan kepenting-
an pengunjung yang telah mem-
bayar tarif tertentu agar merasa
nyaman dan aman. Inilah perlun-
ya literasi pelaku pariwisata, khu-
susnya di destinasi yang dikelola
masyarakat atau swasta.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com
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nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Layanan KAI Memang Jempol
BERKAT Dirut PT Kereta Api

Indonesia (KAI) Ignasius Jonan,
bepergian  dengan kereta api,
sekarang sangat menye-
nangkan dan nyaman. Karena
beliau tidak menata orang na-
mun menata sistem. Dan yang
lebih membanggakan lagi, sis-
tem itu dilanjutkan dan terus
dikembangkann serta ditingkat-
kan oleh penerusnya.
Bagi sebagian orang ñ terma-

suk lansia ñ layanan aplikasi KAI
kadangkala terasa merepotkan.
Namun ternyata disitu banyak
kemudahan yang diperoleh.
Dan kerepotan dengan aplikasi
tidak akan terasa menyulitkan.
Mengingat bagian customer ser-
vice akan memberikan penje-
lasan dengan sangat baik dan
ramah.
Selasa (9/5) lalu saya yang

sedang bertugas di Yogya dimin-
ta harus menguruskan tiket ibu
dan bulik saya untuk kepergian

ke Bandung. Luar biasa.  Meski
ibu sudah terkoneksi dengan ap-
likasi namun karena beliau tidak
di Yogya terpaksa harus meng-
gunakan ponsel bulik. Untuk itu
tentu harus mengakses aplikasi
KAI lebih dulu, agar bisa mem-
beli tiket dengan reduksi. Karena
keduanya adalah lansia. 
Alhamdulillah, saya tidak

menyangka bila proses aplikasi
lancar dan reservasi tiket juga
berjalan sangat cepat. Yang kian
membuat saya kagum, ketika
ada beberapa persoalan dan ka-
mi ke CS, sungguh luar biasa.
Memang itu adalah pekerjaan-
nya. Namun kesediaan meneri-
ma pertanyaan dan membantu
kesulitan dengan ramah dan
senyum, sungguh membuat
saya tidak menjadi lelah.
Terimakasih PT KAI, tingkatkan
selalu layananmu.  ❑-d

*) Kurniati, warga Purworejo
yang sedang tugas di Yogya


